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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum pelaku Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap perlindungan merek serta mengidentifikasi faktor-
faktor yang menyebabkan kesenjangan antara kesadaran hukum dan implementasi
pendaftaran merek di Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris
dengan pendekatan perundang-undangan dan empiris melalui penyebaran kuesioner dan
wawancara terhadap pelaku UMKM, pejabat Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda,
serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa mayoritas pelaku UMKM di Kota Samarinda memiliki tingkat kesadaran hukum yang
tinggi terhadap perlindungan merek, ditandai dengan 87,9% responden memahami fungsi
pendaftaran merek, 88,9% mengetahui manfaat pencegahan peniruan, dan 89,9% memahami
risiko merek yang tidak terdaftar. Namun demikian, hanya 39,4% responden yang telah
mendaftarkan mereknya secara resmi ke DJKI, sementara 60,6% belum melakukan
pendaftaran. Kesenjangan ini disebabkan oleh kurangnya informasi dan sosialisasi,
terbatasnya pendampingan hukum, persepsi kompleksitas prosedur pendaftaran, serta faktor
biaya dan akses layanan. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan
perlindungan merek UMKM tidak lagi terletak pada rendahnya kesadaran hukum,
melainkan pada belum berkembangnya perilaku hukum (legal behavior) sebagai wujud nyata
dari kesadaran yang dimiliki.

Kata kunci : Kesadaran Hukum; Pendaftaran Merek; UMKM; Hak Kekayaan Intelektual;
Kota Samarinda

Pendahuluan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung

perekonomian nasional yang memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan
kerja, mereduksi kemiskinan, serta mendorong pemerataan pembangunan ekonomi
di seluruh pelosok Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM
tahun 2023, jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai sekitar 66 juta unit dan
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berkontribusi sebesar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional,
setara dengan sekitar Rp9.580 triliun. UMKM mampu menyerap sekitar 117 juta
tenaga kerja atau sekitar 97 persen dari total tenaga kerja nasional (Kemenkopukm,
2023).

Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur sekaligus salah
satu kota terbesar di Pulau Kalimantan merupakan pusat kegiatan ekonomi,
perdagangan, dan jasa yang terus berkembang pesat. Dengan posisi strategis yang
semakin diperkuat oleh proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan
Timur, Samarinda mengalami lonjakan aktivitas ekonomi yang mendorong
tumbuhnya ribuan UMKM di berbagai sektor, mulai dari kuliner, fashion, kerajinan,
hingga teknologi digital. Namun di tengah geliat pertumbuhan tersebut, terdapat satu
persoalan mendasar yang kerap luput dari perhatian para pelaku UMKM, yaitu
perlindungan terhadap aset merek dagang mereka. Merek merupakan identitas
komersial yang menjadi pembeda antara produk satu pelaku usaha dengan yang
lainnya, sekaligus aset kompetitif yang sangat berharga bagi UMKM.

Kerangka hukum perlindungan merek di Indonesia diatur melalui Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menganut
sistem konstitutif atau first to file. Sistem ini berarti bahwa perlindungan hukum atas
sebuah merek hanya diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek
tersebut secara resmi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian
Hukum dan HAM (Kemenkopukm, 2023).

Riset yang dilakukan oleh Amelia, Barthos, dan Sara mengungkapkan bahwa
efektivitas perlindungan kekayaan intelektual pada UMKM masih jauh dari ideal.
Mayoritas pelaku UMKM tidak mendaftarkan merek mereka, sehingga tidak
mendapatkan perlindungan hukum apapun atas identitas dagang yang telah mereka
bangun selama bertahun-tahun (Amelia et al., 2023). Dari sisi pendaftaran merek,
pemerintah telah memberikan kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(UMK). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024, biaya pendaftaran
merek bagi UMK secara daring hanya dikenakan sebesar Rp500.000 per kelas. Pada
tahun 2022, DJKI mencatat permohonan merek sebanyak 120.216 permohonan, naik
15,99 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Persoalan rendahnya efektivitas perlindungan hukum terhadap merek UMKM
di Kota Samarinda dipicu oleh beberapa faktor: rendahnya literasi hukum,
keterbatasan akses layanan, penegakan hukum yang masih lemah, dan belum
optimalnya sinergi pemerintah daerah. Sebagaimana ditegaskan oleh Soerjono
Soekanto dalam teori efektivitas hukumnya, efektif atau tidaknya suatu aturan
hukum sangat bergantung pada faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum,
faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Soekanto,
2014). Penelitian ini memiliki nilai kebaruan (“novelty”) dalam menganalisis
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implementasi perlindungan hukum merek secara terpadu pada UMKM di Kota

Samarinda.
Tabel 1 Kerangka Regulasi Perlindungan Merek UMKM di Indonesia
No. | Aspek Regulasi Ketentuan Hukum Keterangan
1 Perlindungan UU No. 20 Tahun 2016 Sistem first-to-file,
Merek tentang Merek perlindungan 10 tahun
2 Tarif PNBP PP No. 45 Tahun 2024 Tarif khusus
UMKM Rp500.000/ kelas
(online) bagi UMK
3 Fasilitas SE DJKI No. HKI.4-TT- Panduan kemudahan
Pendaftaran 04.01 Tahun 2023 pendaftaran merek bagi
UMK

Sumber: DJKI Kemenkumham RI, PP No. 45 Tahun 2024 (diolah penulis)
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis
tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap perlindungan merek dan
implementasi pendaftaran merek di Kota Samarinda; dan (2) menganalisis faktor-
faktor yang menyebabkan kesenjangan antara kesadaran hukum dan pendaftaran
merek di Kota Samarinda.

Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan

pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis
secara faktual penerapan ketentuan hukum dalam praktik masyarakat. Pendekatan
penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan empiris (empirical approach) (Ali, 2021). Pendekatan
perundang-undangan dilakukan melalui kajian terhadap berbagai regulasi yang
berkaitan dengan perlindungan hukum merek, khususnya Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sementara itu, pendekatan
empiris dilakukan dengan mengkaji fenomena hukum yang terjadi di lapangan
melalui pengumpulan data secara langsung dari pihak-pihak yang berkaitan dengan
objek penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,
dengan sumber data yang terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh melalui kegiatan penelitian lapangan berupa penyebaran kuesioner kepada
pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta wawancara secara
langsung dengan pelaku UMKM, pejabat Dinas Koperasi dan UMKM Kota
Samarinda, dan pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur. Data
tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pemahaman,
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pelaksanaan, serta hambatan yang dihadapi pelaku UMKM dalam kaitannya dengan
penerapan perlindungan hukum merek. Adapun data sekunder diperoleh melalui
studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,
dan bahan hukum tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian (Juliardi et
al., 2023).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang
sistematis. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses menyeleksi dan
mengelompokkan data yang diperoleh agar sesuai dengan fokus penelitian. Tahap
kedua adalah penyajian data dalam bentuk uraian deskriptif maupun tabel untuk
mempermudah pemahaman terhadap hasil penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis
isi hukum (Legal Content Analysis) dengan membandingkan ketentuan hukum yang
berlaku secara normatif (das sollen) dengan kondisi penerapan hukum yang
ditemukan di lapangan (das sein). Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan
berdasarkan hasil analisis untuk menjawab permasalahan penelitian secara
komprehensif (Wijaya et al, 2025).

Pembahasan/hasil
A.Kesadaran Hukum UMKM terhadap Perlindungan Merek di Kota Samarinda

Kesadaran terhadap hukum menjadi salah satu elemen penentu berhasil atau
tidaknya penerapan suatu norma hukum di tengah masyarakat. Menurut penelitian
yang dilakukan oleh Setyowati dan Prabowo, tingkat kesadaran hukum pelaku usaha
memiliki pengaruh terhadap kemauan untuk melakukan perlindungan hak kekayaan
intelektual, khususnya merek sebagai identitas usaha yang memiliki nilai ekonomi
dan nilai reputasi di pasar (Setyowati & Prabowo, 2023).

Penelitian oleh Ramadhan menunjukkan bahwa rendahnya pemanfaatan
perlindungan hak kekayaan intelektual pada UMKM sering kali tidak disebabkan
oleh ketiadaan regulasi, melainkan oleh keterbatasan pemahaman pelaku usaha
mengenai manfaat hukum yang dapat diperoleh melalui perlindungan hak kekayaan
intelektual (Ramadhan, 2022).

Tabel 2 Tingkat Kesadaran Hukum UMKM terhadap Perlindungan Merek di Kota

Samarinda
No Indikator Setuju Tidak Interpretasi
(%) Setuju (%)

1 | Memahami fungsi 87,9 12,1 Tinggi
pendaftaran merek

2 | Mengetahui pendaftaran 88,9 11,1 Tinggi
merek dapat mencegah
peniruan
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3 | Memahami risiko apabila 89,9 10,1 Tinggi
merek tidak terdaftar

4 Pendaftaran merek membuat | 92,0 8,0 Sangat
usaha lebih aman Tinggi

5 | Pelaku peniru merek dapat | 86,9 13,1 Tinggi

ditindak secara hukum

6 | Pendaftaran merek 90,9 91 Tinggi
menciptakan persaingan
usaha yang lebih adil

Sumber: Data Primer Diolah Penulis, 2026.
Alfateh dan Azhari mengemukakan bahwa jaminan hukum atas merek tidak

hanya berdampak pada kepastian bagi pemilik usaha, melainkan turut mendongkrak
daya saing sekaligus mempertebal kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM
(Alfateh & Azhari, 2025).

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 87,9% responden memahami fungsi
pendaftaran merek, 88,9% menyatakan bahwa pendaftaran merek dapat membantu
mencegah peniruan, dan 89,9% responden memahami risiko yang timbul apabila
merek usaha tidak memperoleh perlindungan hukum. Temuan ini sejalan dengan
penelitian Giovani dan Entoh yang menyatakan bahwa sebagian besar pelaku UMKM
telah memahami pentingnya merek sebagai aset bisnis yang dapat meningkatkan nilai
ekonomi usaha, namun pemahaman tersebut belum selalu diikuti oleh tindakan
hukum berupa pendaftaran merek secara resmi (Giovani & Entoh, 2024).

B. Implementasi Pendaftaran Merek pada UMKM Kota Samarinda
Penerapan perlindungan merek tidak cukup diukur dari seberapa dalam
pelaku usaha memahami urgensinya, melainkan juga harus dilihat dari langkah
konkret yang diambil untuk memperoleh perlindungan hukum secara formal. Dalam
sistem first to file, hak eksklusif atas merek baru lahir setelah merek didaftarkan dan
memperoleh sertifikat dari DJKI.
Tabel 3 Implementasi Pendaftaran Merek pada UMKM Kota Samarinda

No Indikator Ya (%) | Tidak
(%)
1 Usaha memiliki legalitas usaha 54,5 45,5
2 | Merek telah didaftarkan ke DJKI 39,4 60,6
3 Memiliki bukti atau dokumen 39,4 60,6
kepemilikan merek
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Sumber: Data Primer Diolah Penulis, 2026.

Berdasarkan Tabel 3, terlihat bahwa implementasi perlindungan hukum merek
pada UMKM di Kota Samarinda belum berjalan secara optimal. Hanya sekitar 39,4 %
responden yang telah melakukan pendaftaran merek, sedangkan 60,6% responden
lainnya belum mendaftarkan merek yang digunakan dalam kegiatan usahanya.
Temuan ini memperlihatkan bahwa tingginya kesadaran hukum tidak dengan
sendirinya melahirkan kepatuhan hukum yang terwujud dalam bentuk pendaftaran
merek secara resmi. Kondisi ini sejalan dengan pemikiran Soerjono Soekanto yang
menegaskan bahwa efektivitas hukum bukan semata-mata ditentukan oleh ada
tidaknya aturan, melainkan juga dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat,
ketersediaan sarana pendukung, serta budaya hukum.

Hasil wawancara dengan pelaku UMKM menunjukkan bahwa sebagian besar
responden yang belum mendaftarkan merek sebenarnya telah mengetahui
manfaatnya. Namun mereka menghadapi berbagai kendala seperti kurang
memahami prosedur pendaftaran, menganggap proses pendaftaran cukup rumit,
belum memiliki waktu, serta menganggap usaha masih berskala kecil. Salah satu
informan menyatakan: “Kami sudah menggunakan nama usaha ini sejak awal berdiri
dan pelanggan sudah mengenalnya, tetapi sampai sekarang belum mendaftarkan
merek karena belum memahami prosedurnya.”

C. Kesenjangan antara Kesadaran Hukum dan Pendaftaran Merek

Penelitian ini mengungkap fenomena yang menarik: di satu sisi, tingkat
kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap pentingnya perlindungan merek
tergolong tinggi (87-90%), namun di sisi lain tingkat pendaftaran merek hanya
mencapai 39,4%. Terdapat jarak yang nyata antara pemahaman hukum yang dimiliki
pelaku UMKM dengan realisasi perlindungan hukum melalui tindakan pendaftaran
merek.

Tabel 4 Kesenjangan antara Kesadaran Hukum dan Implementasi Pendaftaran
Merek

Indikator Persentase (%)

Memahami fungsi pendaftaran merek 87,9

Mengetahui pendaftaran merek mencegah peniruan | 88,9

Memahami risiko merek tidak terdaftar 89,9
Telah mendaftarkan merek ke DJKI 39,4
Belum mendaftarkan merek ke DJKI 60,6

Sumber: Data Primer Diolah Penulis, 2026.
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Dalam perspektif teori kesadaran hukum, kondisi tersebut menunjukkan
bahwa unsur legal knowledge (pengetahuan hukum), legal understanding (pemahaman
hukum), dan legal attitude (sikap hukum) telah berkembang dengan baik. Akan tetapi,
unsur legal behavior (perilaku hukum) belum sepenuhnya terbentuk.

Temuan ini sekaligus menjadi temuan utama penelitian. Permasalahan utama
justru terletak pada kesenjangan antara kesadaran hukum dan implementasi, bukan
pada rendahnya pengetahuan hukum. Hambatan utama berupa keterbatasan
informasi mengenai prosedur pendaftaran, kurangnya pendampingan, persepsi
bahwa proses pendaftaran membutuhkan waktu lama, serta anggapan bahwa usaha
kecil belum memerlukan perlindungan merek secara formal (Soekanto, 2021).

D. Faktor-Faktor yang Menghambat Pendaftaran Merek
Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan penerapan
suatu norma hukum bergantung pada lima faktor: substansi hukum, aparat penegak

hukum, ketersediaan sarana dan fasilitas, kondisi masyarakat, serta nilai-nilai budaya
hukum (Soekanto, 2021).

Tabel 5 Faktor-Faktor Penghambat Pendaftaran Merek pada UMKM Kota Samarinda

No Faktor Penghambat Kategori Teori Efektivitas
Hukum
1 | Kurangnya pemahaman mengenai Faktor Masyarakat

prosedur pendaftaran merek

2 | Kurangnya sosialisasi dan informasi Faktor Sarana/Fasilitas
mengenai pendaftaran merek

3 | Minimnya pendampingan hukum bagi | Faktor Penegak Hukum dan
UMKM Sarana

4 | Persepsi bahwa proses pendaftaran Faktor Masyarakat
merek rumit dan memakan waktu

5 | Anggapan bahwa usaha kecil belum Faktor Kebudayaan Hukum
memerlukan pendaftaran merek

6 | Kekhawatiran mengenai biaya dan Faktor Sarana/Fasilitas

proses administrasi

Sumber: Data Primer Diolah Penulis, 2026.
Hasil wawancara dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan

Timur menyatakan: “Kami secara rutin melakukan sosialisasi dan pendampingan
kepada pelaku UMKM terkait pentingnya pendaftaran merek. Namun tidak semua
pelaku usaha dapat terjangkau dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.” Dinas
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Koperasi dan UMKM Kota Samarinda menyatakan: “Pendampingan terkait kekayaan
intelektual memang sudah dilakukan melalui beberapa program pembinaan UMKM,
tetapi belum seluruh pelaku UMKM dapat memperoleh pendampingan secara
intensif.” Salah satu informan pelaku UMKM menyatakan: “Kami memahami
pentingnya pendaftaran merek, tetapi saat ini lebih fokus pada kebutuhan usaha
sehari-hari. Biaya yang ada lebih diprioritaskan untuk operasional usaha.” (Soekanto,
2021).

E. Analisis Teori Perlindungan Hukum dan Efektivitas Hukum

Ditinjau dari teori perlindungan hukum, negara sesungguhnya telah
menyediakan perangkat perlindungan yang cukup komprehensif bagi pelaku UMKM
melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis. Regulasi tersebut memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek yang
telah terdaftar serta menyediakan mekanisme hukum untuk mencegah dan menindak
pelanggaran merek.

Tabel 6 Mekanisme Penegakan Hukum Merek Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016

Jalur Hukum Dasar Mekanisme Sanksi/Hasil
Hukum
Pidana Pasal 100- | Laporan ke Polri/PPNS Pidana penjara
103 UU No. | DJKI — Penyidikan — maks. 5 tahun
20/2016 Penuntutan dan/atau denda
maks. Rp2 miliar
Perdata Pasal 83 UU | Gugatan ke Pengadilan Ganti rugi,
No. Niaga — Mediasi — penghentian
20/2016 Putusan penggunaan
merek,
pembatalan
merek
Administratif | Pasal 76-85 | Permohonan Pembatalan atau
UU No. pembatalan/penghapusan | penghapusan
20/2016 merek ke DJKI atau pendaftaran
Pengadilan Niaga merek

Sumber: UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek (diolah penulis)

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum
yang telah tersedia belum dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku UMKM di Kota
Samarinda. Meskipun sebagian besar responden memahami manfaat perlindungan
merek, mayoritas belum melakukan pendaftaran merek secara resmi.
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Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, rendahnya tingkat
pendaftaran merek dipengaruhi oleh faktor masyarakat, sarana pendukung, dan
budaya hukum. Regulasi mengenai perlindungan merek telah tersedia melalui UU
No. 20 Tahun 2016, namun implementasinya masih menghadapi kendala (Alfateh &
Azhari, 2025). Berdasarkan teori kesadaran hukum, pelaku UMKM di Kota Samarinda
baru sampai pada tahap pengetahuan dan pemahaman (legal knowledge dan legal
understanding), namun belum sepenuhnya mencapai tahap kepatuhan dan
pelaksanaan hukum (legal behavior). Hasil penelitian ini membuktikan adanya gap
antara kesadaran dan tindakan hukum yang menjadi temuan utama penelitian ini
(Giovani & Entoh, 2024).

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa inti permasalahan perlindungan merek
pada UMKM di Kota Samarinda bukan bersumber dari rendahnya kesadaran hukum,
melainkan dari adanya jurang yang lebar antara kesadaran tersebut dan pelaksanaan
pendaftaran merek secara formal. Pertama, mayoritas pelaku UMKM di Kota
Samarinda memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi terhadap perlindungan
merek (87,9-92%), namun hanya 39,4% yang telah mendaftarkan mereknya ke DJKI,
sementara 60,6% belum mendaftarkan merek. Perlindungan yang diterapkan masih
bersifat de facto dan informal. Kedua, kesenjangan antara kesadaran hukum dan
implementasi pendaftaran merek disebabkan oleh kurangnya informasi dan
sosialisasi, terbatasnya pendampingan hukum, persepsi kompleksitas prosedur
pendaftaran, serta faktor biaya dan akses layanan. Ketiga, upaya mendorong
peningkatan jumlah pendaftaran merek tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi
hukum semata. Diperlukan pendampingan yang berkelanjutan, penyederhanaan alur
prosedur, serta perluasan akses layanan agar kesadaran hukum yang telah terbentuk
dapat berkembang menjadi kepatuhan hukum yang nyata (legal behavior).
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